Deskripsi HKI Karya Ilmiah

DESKRIPSI HKI
Karya ilmiah ini berjudul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Judi Online di
Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Aparat Penegak Hukum”, yang merupakan hasil
penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini berfokus pada analisis
implementasi kebijakan publik dalam penanggulangan kejahatan siber berupa judi online di
tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Ponorogo.
Kebaruan (novelty) dari karya ini terletak pada pendekatan analisis yang tidak hanya meninjau
aspek normatif kebijakan, tetapi juga mengkaji secara mendalam perspektif subjektif aparat
penegak hukum sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Penelitian ini mengungkap adanya
dilema penegakan hukum yang kompleks, yaitu antara tuntutan penerapan hukum secara
formal dengan realitas sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat.
Selain itu, karya ini memberikan kontribusi penting dalam mengintegrasikan teori
implementasi kebijakan (Van Meter dan Van Horn) dengan konteks lokal daerah non-
metropolitan, yang selama ini masih jarang diteliti. Penelitian ini menunjukkan bahwa
efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh faktor sumber daya,
kapasitas aparat, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta karakteristik geografis wilayah.
Karya ini juga menghasilkan temuan empiris bahwa implementasi kebijakan penanggulangan
judi online di Kabupaten Ponorogo masih belum optimal dan cenderung bersifat selektif serta
reaktif akibat keterbatasan teknis, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta dilema moral
yang dihadapi aparat penegak hukum.
Nilai kebaruan lainnya adalah pada formulasi pendekatan penanggulangan yang lebih
komprehensif, yaitu mengombinasikan strategi represif (penegakan hukum) dengan
pendekatan preventif berbasis masyarakat, termasuk peran tokoh agama dan budaya lokal
sebagai bagian dari solusi kebijakan. Hal ini memberikan perspektif baru dalam pengembangan
model penegakan hukum berbasis kearifan lokal.
Secara keseluruhan, karya ini memiliki potensi sebagai karya intelektual yang dilindungi
HKI karena memuat:

1. Analisis orisinal berbasis data empiris lapangan

2. Pengembangan konsep implementasi kebijakan dalam konteks kejahatan digital
3. Model pemahaman baru terkait dilema aparat penegak hukum
4

. Rekomendasi strategis berbasis integrasi pendekatan hukum dan sosial



Karya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu
pemerintahan dan hukum, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan aparat penegak
hukum dalam merumuskan kebijakan penanggulangan judi online yang lebih efektif dan

kontekstual.
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